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DPRD KLATEN BERI TANGGAPAN PADA LKPJ BUPATI KLATEN 2023:  

APBD CUKUP BAIK 

 
Sumber Gambar: 

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/LKPj-bupati-klaten.jpg 

 

Isi Berita:   

Solopos.com, KLATEN — DPRD Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda 

penyampaian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPj Bupati Klaten 

2023, Senin (18/3/2024). 

Dalam penjelasannya, Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyatakan ekonomi di Kabupaten 

Bersinar terus tumbuh dan angka pengangguran serta kemiskinan terus ditekan. 

Mulyani mengatakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten, pertumbuhan 

ekonomi pada 2023 positif sebesar 5,7 persen. Capaian itu jauh di atas pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah (Jateng) yakni 4,98 persen dan nasional 5,05 persen. 

Sementara itu, inflasi Klaten pada 2023 sebesar 3,2 persen, turun signifikan dibandingkan 

inflasi 2022 sebesar 7,03 persen. “Inflasi pada 2023 dalam tahap terkendali. Hal ini 

disebabkan terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan kinerja tim 

Pengendali Inflasi Daerah Klaten yang semakin meningkat,” jelas Mulyani. 

Selain itu, dalam LPKj 2023 itu, Bupati Klaten menyebut jumlah penduduk miskin dan 

persentase kemiskinan di Klaten pada 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan 2022. 

Jumlah penduduk miskin pada 2022 sebesar 144.870 jiwa (12,33 persen). Pada 2023, 

jumlah penduduk miskin di Klaten 144.430 jiwa (12,28 persen). 
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Tingkat pengangguran terbuka pada 2023 sebesar 4,2 persen atau menurun jika 

dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada 2022 sebesar 4,31 persen. “Penurunan 

tingkat pengangguran terbuka tersebut meunjukkan aktivitas perekonomian masyarakat 

yang semakin meningkat,” kata Mulyani. 

Kualitas pembangunan manusia di Klaten mengalami kemajuan. Hal itu ditandai dengan 

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Mengacu pada data BPS Jawa Tengah (Jateng), IPM di Klaten tercatat 77,59 atau 

meningkat dibandingkan 2022 yang sebesar 76,95. Capaian IPM Klaten lebih besar 

dibandingkan IPM Jateng yang sebesar 73,39 dan nasional 74,39. 

Pada rapat paripura LKPj Bupati Klaten 2023 itu, Mulyani juga menyampaikan realisasi 

APBD 2023 berdasarkan data per 26 Februari 2024. Mulyani menjelaskan realisasi 

pendapatan daerah pada 2023 senilai Rp2.674.775.213.427 atau mencapai 100,88 persen 

dari target Rp2.651.538.742.197. 

Sementara belanja daerah pada 2023 yang dianggarkan Rp3.141.832.418.499, terealisasi 

Rp2.843.755.497.798 atau 90,51 persen. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat 

Rp529.593.676.302 dan realisasi pengeluaraan pembiayaan daerah Rp39,300.000.000. 

Maka, realisasi pembiayaan netto Rp490.293.676.302. 

Prestasi dan Penghargaan 

Secara keseluruhan, realisasi total pendapatan daerah pada 2023 yakni 

Rp2.674.775.213.427 dan realisasi belanja daerah Rp2.843.755.495.798. Sehingga ada 

defisit Rp168.980.282.371. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

tersebut, terdapat Silpa Rp321.313.393.931. 

Terkait capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Mulyani melaporkan ada 

322 indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja penyelenggaraan. 

Dari 322 sasaran, sebanyak 293 indikator masuk kategori sangat tinggi, 12 indikator 

kategori tinggi, enam indikator kategori sedang, enam indikator kategori rendah, dan lima 

indikator kategori sangat rendah. 

Pada rapat paripurna itu, Mulyani memaparkan 15 prestasi dan penghargaan yang diraih 

Bupati maupun Pemkab. Penghargaan itu di antaranya opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) dari BPK, Adipura 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Kemudian penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat 2023 kategori Padap dari 

Kemendagri, Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 dari Kemendagri, 

dan lainnya. 
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Mulyani juga melaporkan inovasi pelayanan publik seperti Matur Dokter, Rojolele Srinuk, 

algae untuk penurunan stunting, Jempol Manis (jemput bola pelayanan izin online aman 

dan gratis), pendampingan izin usaha terintegrasi secara online aman dan terpadu, dan lain-

lain. 

Di akhir laporannya, Mulyani mengatakan kinerja ekonomi yang sehat di tengah tantangan 

global yang tinggi mampu menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pascapandemi. 

Menanggapi LKPj Bupati, Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan 

penjelasan bupati itu masih dalam tahap awal dan bersifat makro. “Nanti akan kami bahas 

melalui workshop bekerja sama dengan perguruan tinggi. Akan kami berikan catatan 

strategis, ada panduan capaian apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” 

kata Hamenang. 

Jika mendengar laporan secara makro, Hamenang menilai APBD sudah cukup baik. Hal itu 

terbukti dengan penghargaan yang diperoleh. Artinya, kegiatan yang digulirkan 

mendapatkan apresiasi. 

Sedangkan soal Silpa Rp321 miliar, Hamenang mengatakan bisa jadi ada efisiensi anggaran 

hingga Silpa tinggi atau faktor lain. “Tetapi kami belum bisa matur banyak. Nanti kami 

bedah. Silpa ini terjadi karena apa,” kata dia. (Taufiq Sidik Prakoso) 

Sumber Berita: 

1. https://soloraya.solopos.com/dprd-klaten-beri-tanggapan-pada-lkpj-bupati-klaten-2023-

apbd-cukup-baik-1885008, “DPRD Klaten Beri Tanggapan pada LKPj Bupati Klaten 

2023: APBD Cukup Baik”, tanggal 18 Maret 2024. 

2. https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844455752/gandeng-perguruan-tinggi-dprd-akan-

bedah-lkpj-bupati-klaten-2023-dengan-mekanisme-workshop?page=2, “Gandeng 

Perguruan Tinggi, DPRD Akan Bedah LKPj Bupati Klaten 2023 dengan Mekanisme 

Workshop”, tanggal 18 Maret 2024. 

Catatan : 

 APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 
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pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap laporan APBD.1 

 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD.2 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada: 

1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun 

anggaran. 

2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang 

selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah 

daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan: 

a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;  

b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;  

c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;  

d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah;  

e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan  

f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada 

pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat. 

4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi : 

                                                 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 

tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 
2 Ibid 
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a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;  

b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 

5. Pasal 18  

a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat 

paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau 

berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku 

pelaksana tugas kepala daerah.  

c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ 

disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala 

daerah. 

6. Pasal 19  

a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan 

pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. 

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan: 

a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan  

b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 


